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The enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation (UU Cipta 

Kerja) aims to simplify bureaucracy, attract investment, and create 

job opportunities in Indonesia. However, its implementation has 

raised legal uncertainties, particularly following the Constitutional 

Court’s ruling that deemed the law conditionally unconstitutional. 

Concerns have also emerged from labor unions and environmental 

organizations regarding its potential impact on workers’ rights and 

environmental sustainability. This study analyzes the legal and 

public policy perspectives of UU Cipta Kerja by evaluating its 

impact on investment, employment, and legal certainty. Using a 

qualitative approach with a document study method, this research 

examines legal documents, policy regulations, and court rulings, 

supplemented by expert interviews. The findings reveal that the law 

contributed to an 8.3% increase in Foreign Direct Investment (FDI) 

in its first year, reaching IDR 454 trillion in 2021. However, contract 

workers increased by 25%, raising concerns about job security. 

Additionally, five constitutional challenges were filed against the law 

in 2023, reflecting legal uncertainty. Weaknesses in environmental 

oversight were also identified due to relaxed business licensing 

requirements. These findings suggest that while UU Cipta Kerja 

supports investment growth, stronger legal safeguards and 

monitoring mechanisms are needed to ensure balanced benefits for 

all stakeholders. This study contributes to discussions on labor and 

investment policies by emphasizing the need for inclusive regulatory 

reforms that align economic growth with legal stability and worker 

protection.  
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I. INTRODUCTION 

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) disahkan dengan tujuan utama menyederhanakan 

birokrasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Metode omnibus law 

yang digunakan dalam penyusunannya memungkinkan perubahan besar terhadap berbagai regulasi yang 

berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan, dan investasi. Namun, penerapan UU ini sejak awal 

menuai banyak kontroversi. Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, serikat pekerja, 

dan aktivis lingkungan, yang menilai bahwa UU ini lebih menguntungkan investor dibandingkan pekerja 

serta berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Situasi ini diperparah dengan keputusan Mahkamah 
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Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja 

inkonstitusional bersyarat, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Di 

tingkat global, pendekatan serupa dalam reformasi regulasi telah diterapkan di beberapa negara, seperti 

Malaysia dan Vietnam, yang berhasil menarik investasi asing tanpa menimbulkan kontroversi sebesar 

di Indonesia. Dengan perbandingan tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas 

implementasi UU Cipta Kerja dalam mencapai tujuan awalnya serta dampaknya terhadap stabilitas 

hukum dan kebijakan publik. 

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan dampak signifikan dalam berbagai 

aspek, khususnya dalam bidang investasi dan ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM), investasi asing langsung (FDI) di Indonesia meningkat sebesar 8,3% pada 

tahun pertama setelah UU ini diberlakukan, dengan total nilai mencapai Rp 454 triliun pada tahun 2021 

(BKPM, 2022). Namun, di sisi lain, studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO, 

2022) menunjukkan bahwa fleksibilitas ketenagakerjaan yang diterapkan melalui regulasi ini telah 

menyebabkan peningkatan jumlah pekerja kontrak hingga 25%, yang berdampak pada ketidakpastian 

kerja dan penurunan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menimbulkan 

kontroversi hukum yang signifikan, terbukti dengan adanya lima gugatan ke MK pada tahun 2023, yang 

mencerminkan ketidakpuasan berbagai pihak terhadap regulasi ini. Di sektor lingkungan, penelitian oleh 

(Greenpeace Indonesia, 2022) mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi mempercepat degradasi 

lingkungan akibat kemudahan perizinan usaha yang mengurangi pengawasan terhadap industri 

ekstraktif. Dengan demikian, meskipun UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan investasi dan 

pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap ketenagakerjaan, kepastian hukum, dan lingkungan masih 

menjadi perdebatan yang perlu dikaji lebih lanjut. 

Beberapa penelitian terkait implementasi regulasi berbasis omnibus law menunjukkan bahwa 

pendekatan ini memiliki dampak beragam terhadap sektor ekonomi, hukum, dan sosial. Studi yang 

dilakukan oleh (Uzar, 2023) mengkaji penerapan kebijakan serupa di Amerika Latin dan menemukan 

bahwa meskipun reformasi hukum dapat meningkatkan investasi, kebijakan ini juga berpotensi 

memperburuk ketimpangan sosial. (Phan, 2022) membahas pengalaman Vietnam dalam menerapkan 

regulasi investasi yang lebih fleksibel dan menemukan bahwa perubahan regulasi meningkatkan 

investasi asing hingga 20% dalam lima tahun, tetapi juga memicu ketidakpastian hukum di kalangan 

pekerja. Sementara itu, penelitian oleh (Chandranegara & Marfungah, 2024) di Indonesia menyoroti 

bahwa UU Cipta Kerja telah mendorong masuknya modal asing, namun juga menimbulkan polemik 

hukum akibat metode omnibus law yang dianggap mengabaikan prinsip partisipasi publik. (Sanders et 

al., 2024) meneliti dampak kebijakan ini terhadap kepastian hukum dan menemukan bahwa revisi 

regulasi melalui mekanisme omnibus law menimbulkan banyak tantangan dalam penerapannya. Kajian 

oleh (Rouvroye et al., 2022) dan (Aloisi & De Stefano, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan serupa di 
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beberapa negara berkembang sering kali menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam aspek 

perlindungan tenaga kerja dan kepastian hukum. 

Selain aspek investasi dan hukum, beberapa penelitian juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap 

ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Studi oleh (Asllani & Schneider, 2024) menemukan bahwa 

penerapan fleksibilitas ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja meningkatkan jumlah pekerja kontrak 

hingga 30%, yang berdampak pada ketidakpastian pendapatan pekerja di sektor informal. (Silalahi & 

Walsh, 2023) dalam kajiannya terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mencatat bahwa 

meskipun UU ini bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja, kebijakan ini juga berkontribusi pada 

peningkatan jumlah pekerja tanpa perlindungan jangka panjang. (Mondal & Palit, 2022) dan (Guo et al., 

2023) mengungkapkan bahwa relaksasi aturan lingkungan dalam UU Cipta Kerja berdampak pada 

meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat sekitar kawasan industri. Sementara itu, penelitian oleh (Wardhani, 2024) mengenai 

kebijakan serupa di Filipina menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang memperlonggar aturan tenaga 

kerja berkontribusi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga meningkatkan jumlah tenaga kerja 

dengan upah rendah. Kajian oleh (Florisadeg, 2025) menemukan bahwa meskipun reformasi regulasi 

ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut juga memerlukan pengawasan 

ketat agar tidak berdampak negatif pada hak-hak pekerja. 

Dari perspektif kepastian hukum dan kebijakan publik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi 

yang dibuat dengan pendekatan omnibus law sering kali menimbulkan tantangan dalam penerapan dan 

pengawasannya. Studi oleh (Latifa et al., 2024) mengkaji efektivitas kebijakan investasi di Indonesia 

dan menemukan bahwa perubahan hukum yang cepat tanpa konsultasi publik yang memadai dapat 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara itu, penelitian oleh (Mariotti, 

2023) mengenai peraturan investasi di negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu 

berpihak pada investor tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja dapat meningkatkan 

ketimpangan ekonomi. Kajian oleh (Alonso-Travesset et al., 2023) menemukan bahwa ketidakpastian 

regulasi akibat revisi hukum yang terlalu sering dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dalam 

jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiono et al., 2024) menyoroti bahwa regulasi berbasis 

omnibus law sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dalam implementasinya. Selain itu, kajian 

oleh (Olsen et al., 2022) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat memberikan fleksibilitas 

hukum bagi investor, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah eksploitasi 

terhadap pekerja dan lingkungan. 

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi kebijakan berbasis omnibus law, masih 

terdapat kesenjangan dalam analisis yang mengaitkan aspek regulasi, kebijakan publik, dan stabilitas 

hukum secara komprehensif. Studi oleh (Liang et al., 2025) menunjukkan bahwa reformasi regulasi 

dapat meningkatkan investasi, tetapi tidak membahas bagaimana mekanisme hukum yang tepat dapat 

mengurangi ketidakpastian hukum. (Mustofa & Najicha, 2023) mengkaji dampak omnibus law terhadap 
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daya saing ekonomi di Indonesia, namun penelitian ini belum secara spesifik membahas kepatuhan 

pemangku kepentingan terhadap regulasi turunan dari UU Cipta Kerja. Sementara itu, penelitian oleh 

(Dwikat et al., 2023) lebih berfokus pada dampak fleksibilitas ketenagakerjaan, tetapi kurang 

mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini mempengaruhi aspek kepastian hukum jangka panjang. Studi 

oleh (Putri et al., 2022) membahas perubahan regulasi tenaga kerja di negara berkembang, tetapi tidak 

mengkaji secara khusus tantangan dalam implementasi kebijakan ini di Indonesia. Selain itu, penelitian 

oleh (Sukma et al., 2025) hanya menyoroti dampak terhadap hubungan industrial tanpa membahas lebih 

lanjut implikasi hukum dari putusan MK terhadap kelangsungan UU Cipta Kerja. 

Kesenjangan penelitian lainnya terletak pada kurangnya kajian berbasis studi dokumen hukum yang 

mengevaluasi bagaimana implementasi UU Cipta Kerja mempengaruhi stabilitas kebijakan publik di 

Indonesia. (Makruf et al., 2025) mengkaji aspek hukum dari regulasi ini, tetapi penelitian tersebut lebih 

banyak membahas proses legislasi tanpa menyoroti efektivitas penerapannya dalam praktik. Kajian oleh 

(Qi et al., 2022) menunjukkan bahwa revisi hukum sering kali menghadapi tantangan politik, tetapi tidak 

secara mendalam menganalisis bagaimana ketidakpastian regulasi mempengaruhi kepercayaan investor. 

(Kullmann, 2022) menyoroti dampak lingkungan dari UU Cipta Kerja, tetapi penelitian ini belum 

membahas secara spesifik dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja. 

(Prasetyoningsih, 2024) mengkaji omnibus law dalam konteks negara berkembang, namun masih 

terbatas dalam menyoroti perbandingan kebijakan antara Indonesia dan negara lain dengan kebijakan 

serupa. Penelitian oleh (Sawadogo, 2024) lebih banyak membahas fleksibilitas regulasi bagi investor 

tanpa mengevaluasi bagaimana ketidakseimbangan ini berdampak terhadap kebijakan publik dan hukum 

di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU Cipta Kerja 

dari perspektif hukum dan kebijakan publik serta mengevaluasi dampaknya terhadap sektor ekonomi, 

ketenagakerjaan, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

dalam memahami efektivitas kebijakan ini. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas UU Cipta Kerja 

serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam rangka menciptakan keseimbangan 

antara kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, dan kepentingan investasi. Dengan pendekatan studi 

dokumen, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah dalam kajian hukum yang belum banyak 

dieksplorasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap implementasi 

UU Cipta Kerja di Indonesia. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan berfokus pada 

bagaimana regulasi ini diterapkan dalam berbagai sektor serta menilai sejauh mana tujuan awal 

pembentukan UU Cipta Kerja dapat tercapai dalam praktiknya. Kajian ini juga akan mempertimbangkan 

berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, termasuk aspek hukum, sosial, dan 

ekonomi yang saling berkaitan. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan serta hambatan 

yang dihadapi dalam implementasi regulasi ini, baik dari perspektif pembuat kebijakan maupun 

kelompok yang terdampak secara langsung. Dengan memperhitungkan berbagai sudut pandang, 
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penelitian ini dapat menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh dan mendorong 

perumusan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. 

II. METHODOLOGY 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen untuk menganalisis 

implementasi kebijakan publik dalam perspektif hukum, khususnya dalam kasus Undang-Undang Cipta 

Kerja. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji regulasi yang berkaitan dengan kebijakan 

publik dan hukum ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan turunannya, serta 

putusan MK. Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum 

dirumuskan dan diimplementasikan serta sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan kepastian 

hukum dan keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan dunia usaha. Selain itu, pendekatan 

empiris diterapkan melalui wawancara dengan pakar hukum, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk 

mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai dampak dan efektivitas regulasi tersebut. Wawancara 

ini dilakukan untuk menggali lebih dalam pengalaman dan pandangan para ahli mengenai tantangan 

serta hambatan yang muncul dalam penerapan regulasi ini di lapangan. Data yang diperoleh dari kajian 

normatif dan wawancara kemudian dianalisis secara mendalam guna mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai keterkaitan antara aspek hukum, kebijakan publik, dan implementasi regulasi 

dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh regulasi dan dokumen hukum yang relevan dengan 

implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

kebijakan publik. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan turunannya, 

serta putusan MK yang berkaitan dengan aspek konstitusionalitas kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini 

mempertimbangkan berbagai studi kasus terkait pelaksanaan regulasi ini, khususnya yang melibatkan 

gugatan hukum dan tantangan implementasi di lapangan. Sampel dalam penelitian ini dipilih 

menggunakan metode purposive sampling agar data yang diperoleh lebih relevan dengan tujuan 

penelitian dan mencerminkan beragam perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Kategori 

sampel mencakup analisis terhadap regulasi, studi kasus gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, 

serta wawancara dengan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan guna memahami dinamika 

implementasi regulasi ini. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis perbandingan dengan 

regulasi serupa di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam 

konteks Indonesia. Rincian mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 1, yang menyajikan kategori sampel serta sumber data yang dianalisis. 

Tabel 1. Kategori Sampel dan Sumber Data dalam Penelitian 

Kategori Sumber Data 

Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja, putusan MK, peraturan pemerintah 
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Studi Kasus Gugatan terhadap UU Cipta Kerja (2020–2024) 

Wawancara Pakar Akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan 

Analisis Perbandingan Regulasi serupa di negara lain 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan pakar hukum, akademisi, dan pemangku kebijakan yang memiliki 

keterlibatan langsung dalam analisis dan implementasi kebijakan ini. Wawancara dilakukan dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan regulasi serta mengkaji sejauh mana 

kebijakan ini mencapai tujuan awalnya dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan 

investasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus terhadap pelaksanaan Undang-Undang 

Cipta Kerja yang mencakup berbagai contoh konkret mengenai dampak regulasi ini terhadap sektor 

tenaga kerja, investasi, dan stabilitas hukum. Studi kasus tersebut dianalisis berdasarkan data historis 

dan perkembangan kebijakan sejak UU ini diberlakukan hingga saat ini. Melalui pendekatan ini, 

penelitian dapat mengeksplorasi pola permasalahan dan hambatan utama yang muncul dalam 

implementasi regulasi, baik dari sisi teknis, hukum, maupun sosial. 

Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap dokumen hukum yang mencakup Undang-Undang 

Cipta Kerja, peraturan turunannya, dan putusan MK yang berperan dalam menentukan arah 

implementasi kebijakan ini. Selain mengkaji dokumen hukum, penelitian ini juga menganalisis laporan 

dan studi akademik yang membahas kebijakan publik serta implementasi regulasi serupa di negara lain 

untuk memberikan perspektif perbandingan. Kajian terhadap literatur akademik memungkinkan 

penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

regulasi sejenis dalam konteks internasional. Selain itu, data sekunder juga mencakup berbagai laporan 

dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan institusi penelitian yang memberikan 

wawasan tambahan mengenai dampak kebijakan ini terhadap berbagai sektor. Dengan menggabungkan 

sumber data primer dan sekunder, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang lebih komprehensif 

mengenai efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja serta rekomendasi yang dapat digunakan dalam 

perumusan kebijakan di masa mendatang. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat yang dirancang untuk memastikan 

pengumpulan data yang sistematis dan relevan dalam menganalisis implementasi Undang-Undang Cipta 

Kerja. Pedoman wawancara disusun secara rinci untuk menggali informasi mengenai efektivitas 

regulasi, dampaknya terhadap kebijakan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. 

Panduan ini digunakan dalam wawancara dengan akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan 

guna mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan yang muncul di lapangan. Selain 
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itu, penelitian ini menggunakan checklist studi kasus yang berisi indikator untuk mengidentifikasi pola 

pelanggaran atau tantangan hukum yang timbul akibat penerapan regulasi ini. Checklist ini membantu 

dalam mengorganisir data dari berbagai kasus yang telah terjadi, sehingga analisis dapat dilakukan 

secara lebih terstruktur dan sistematis. Dokumen hukum dan regulasi juga menjadi instrumen utama 

dalam penelitian ini, yang mencakup Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan turunannya, serta putusan 

MK yang memengaruhi penerapan kebijakan tersebut. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini 

memungkinkan penelitian untuk memahami bagaimana regulasi ini disusun, diimplementasikan, serta 

dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat 

diterapkan dalam konteks hukum di Indonesia. 

E. Prosedur Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan kebijakan publik guna menilai 

efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis yuridis digunakan untuk menilai bagaimana regulasi 

ini berkontribusi terhadap kepastian hukum serta bagaimana keputusan MK memengaruhi 

implementasinya dalam berbagai aspek regulasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk 

memahami sejauh mana kebijakan ini selaras dengan prinsip hukum yang berlaku serta bagaimana 

pelaksanaannya direspons oleh berbagai pemangku kepentingan. Analisis kebijakan publik diterapkan 

untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap sektor perekonomian, ketenagakerjaan, dan 

kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi. 

Selain itu, analisis perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Cipta 

Kerja dengan regulasi serupa yang diterapkan di negara lain guna mengidentifikasi praktik terbaik yang 

dapat diadaptasi dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Untuk memahami tantangan dalam 

implementasi regulasi ini, analisis tematik diterapkan dalam pengolahan data wawancara dengan 

akademisi, praktisi hukum, serta pemangku kebijakan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola 

permasalahan dan hambatan yang muncul. Tabel 2 menyajikan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini beserta tujuan dari masing-masing pendekatan analitis yang diterapkan. 

Tabel 2. Metode Analisis dan Tujuan dalam Penelitian  

Metode Analisis Tujuan 

Analisis Yuridis Menilai implikasi hukum dari UU Cipta Kerja 

Analisis Kebijakan Mengevaluasi dampak regulasi terhadap kebijakan publik 

Perbandingan Hukum Membandingkan dengan kebijakan di negara lain 

Analisis Tematik Mengidentifikasi pola dari wawancara dan studi kasus 

 

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh 

aspek penelitian dapat dianalisis secara menyeluruh dan mendalam. Tahap awal melibatkan persiapan 

penelitian, yang mencakup penyusunan proposal, pengumpulan literatur yang relevan, serta perizinan 

penelitian guna memastikan bahwa proses penelitian sesuai dengan standar akademik dan etika 
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penelitian. Setelah tahap persiapan selesai, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui 

studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kebijakan serta akademisi, yang bertujuan untuk 

memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan yang dikaji. Data yang 

telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis untuk menilai implikasi hukum 

dari regulasi yang diteliti, perbandingan hukum untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari negara lain, 

serta analisis kebijakan publik guna memahami dampak regulasi terhadap sektor ekonomi dan sosial. 

Hasil dari analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir, yang berisi temuan penelitian 

serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi 

regulasi yang dikaji. Dengan tahapan penelitian yang terstruktur ini, penelitian diharapkan dapat 

menghasilkan temuan yang dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam 

memahami serta mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan 

sistem hukum. 

G. Pertimbangan Etis 

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis dengan menerapkan prinsip-prinsip penelitian yang 

bertanggung jawab dan menghormati hak-hak partisipan. Persetujuan informasi (informed consent) 

diperoleh dari setiap responden sebelum wawancara dilakukan, sehingga mereka memahami tujuan 

penelitian, metode yang digunakan, serta hak mereka untuk berpartisipasi secara sukarela tanpa tekanan 

atau konsekuensi negatif. Selain itu, perlindungan terhadap data responden menjadi prioritas utama 

dengan menerapkan langkah-langkah anonimisasi, termasuk penyamaran identitas narasumber dan 

penghapusan informasi pribadi yang dapat mengarah pada identifikasi individu. Kerahasiaan data dijaga 

secara ketat dengan memastikan bahwa hanya tim peneliti yang memiliki akses terhadap informasi yang 

dikumpulkan, serta menerapkan prosedur penyimpanan data yang aman untuk mencegah 

penyalahgunaan. Kepatuhan terhadap kode etik penelitian juga menjadi landasan utama dalam 

menangani data yang berkaitan dengan regulasi hukum dan kebijakan publik, sehingga analisis yang 

dilakukan tetap objektif dan tidak menimbulkan bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip etika ini, penelitian dapat memastikan bahwa proses pengumpulan dan 

analisis data dilakukan secara transparan, profesional, serta menghormati hak dan privasi setiap pihak 

yang terlibat. 

III. RESULT AND DISCUSSION 

Result 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta dampaknya terhadap regulasi 

hukum, investasi, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup analisis 

dokumen hukum, wawancara dengan pakar kebijakan, serta studi kasus terhadap pelaksanaan regulasi 

ini dalam berbagai sektor. Kajian terhadap dokumen hukum meliputi analisis terhadap Undang-Undang 



    
 

Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ... 

Cipta Kerja, peraturan turunannya, serta putusan MK yang memengaruhi penerapannya. Wawancara 

dengan pakar kebijakan dilakukan untuk memperoleh perspektif yang lebih mendalam mengenai 

tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi ini, khususnya dalam aspek kepastian hukum dan 

perlindungan tenaga kerja. Studi kasus yang dianalisis mencakup berbagai contoh penerapan kebijakan 

ini dalam sektor industri, perdagangan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna 

memahami dampaknya terhadap dunia usaha dan tenaga kerja. Pendekatan ini memungkinkan penelitian 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam 

implementasi regulasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

Gambar 1 menyajikan tren jumlah FDI di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-

Undang Cipta Kerja. Grafik ini menggambarkan perubahan jumlah investasi dari tahun ke tahun, yang 

mencerminkan respons pasar terhadap kebijakan yang diterapkan. Data yang disajikan dalam gambar 

tersebut diambil dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan BKPM dan publikasi pemerintah terkait 

investasi. Tren yang ditampilkan menunjukkan bagaimana faktor regulasi berpengaruh terhadap 

keputusan investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, grafik ini juga memperlihatkan 

dinamika investasi dalam konteks kebijakan ekonomi yang lebih luas, termasuk kebijakan lain yang 

mungkin berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Dengan menyajikan tren investasi dalam bentuk 

visual, analisis mengenai dampak kebijakan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data. 

 

Gambar 1. Tren Investasi Asing Langsung di Indonesia 2020–2024 
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Berdasarkan Gambar 1, terlihat peningkatan jumlah investasi dari Rp 410 triliun pada tahun 2020 

menjadi Rp 560 triliun pada tahun 2024. Lonjakan investasi ini menunjukkan bahwa kebijakan ini 

memiliki dampak terhadap peningkatan daya tarik investasi di Indonesia, terutama melalui 

penyederhanaan perizinan usaha dan regulasi yang lebih fleksibel. Meskipun terjadi peningkatan 

investasi, berbagai faktor lain turut memengaruhi pertumbuhan ini, termasuk kondisi ekonomi global, 

stabilitas politik, serta kebijakan insentif yang diberikan kepada investor. Regulasi yang diterapkan 

dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa perubahan dalam struktur ketenagakerjaan, yang 

memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Sejumlah pelaku industri menyambut baik kebijakan ini 

karena dianggap memberikan kepastian dalam berinvestasi, sementara kelompok pekerja menyatakan 

kekhawatiran terkait perlindungan hak tenaga kerja. Dampak dari kebijakan ini perlu dianalisis lebih 

lanjut untuk memahami keseimbangan antara peningkatan investasi dan perlindungan tenaga kerja 

dalam jangka panjang. 

Selain itu, Gambar 2 menggambarkan keseimbangan kepentingan antara pemerintah, investor, dan 

pekerja dalam implementasi regulasi ini. Diagram ini memberikan representasi visual mengenai 

bagaimana berbagai kepentingan dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah 

berperan dalam menciptakan regulasi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus 

memastikan stabilitas ketenagakerjaan. Investor memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang 

memberikan kemudahan perizinan, fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja, serta kepastian hukum 

dalam menjalankan usaha. Sementara itu, pekerja memiliki kepentingan dalam mendapatkan 

perlindungan hukum yang menjamin hak-hak mereka, termasuk kepastian kerja, sistem pengupahan 

yang adil, dan jaminan sosial yang memadai. Dengan adanya keseimbangan antara ketiga pihak ini, 

regulasi diharapkan dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan ketimpangan yang merugikan 

salah satu pihak. 
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Gambar 2. Keseimbangan Kepentingan Pemerintah, Investor, dan Pekerja 

Gambar 2 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini menguntungkan investor dalam hal kemudahan 

berusaha, ada kekhawatiran dari pihak pekerja terkait fleksibilitas tenaga kerja yang dapat berpotensi 

mengurangi perlindungan hak-hak pekerja. Penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel memungkinkan 

perusahaan untuk lebih mudah merekrut dan memberhentikan pekerja sesuai dengan kebutuhan pasar, 

tetapi juga dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pekerja dalam hal stabilitas pekerjaan. Beberapa 

sektor industri memanfaatkan fleksibilitas ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, sementara di 

sisi lain, serikat pekerja menilai bahwa perubahan tersebut dapat berdampak pada berkurangnya hak-

hak pekerja, seperti pesangon dan jaminan sosial. Regulasi yang memberikan ruang lebih besar bagi 

kontrak kerja jangka pendek dan sistem outsourcing juga memunculkan diskusi mengenai sejauh mana 

perlindungan tenaga kerja masih dapat dijamin dalam kebijakan ini. Pemerintah menghadapi tantangan 

dalam menyeimbangkan kepentingan antara investor yang menginginkan fleksibilitas usaha dan pekerja 

yang membutuhkan jaminan ketenagakerjaan yang lebih kuat. Keseimbangan ini menjadi aspek penting 

dalam evaluasi implementasi kebijakan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku 

kepentingan. 

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yang mencakup dampak regulasi 

terhadap investasi dan ketenagakerjaan. FDI mengalami peningkatan setelah pemberlakuan Undang-
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Undang Cipta Kerja, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7% per tahun sejak 2021, yang menunjukkan 

adanya respons positif dari investor terhadap reformasi kebijakan ini. Regulasi ini memberikan 

kemudahan bagi investor dengan menyederhanakan prosedur perizinan usaha, mengurangi hambatan 

birokrasi, serta meningkatkan daya tarik investasi dalam berbagai sektor. Meskipun terdapat 

peningkatan investasi, sejumlah tantangan muncul terkait kepastian hukum, terutama akibat perubahan 

regulasi yang cepat dan dinamika kebijakan yang terus berkembang. Di sisi lain, pekerja mengalami 

perubahan signifikan dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk peningkatan proporsi pekerja kontrak 

serta revisi terhadap sistem pesangon, yang menimbulkan berbagai respons dari pelaku industri dan 

organisasi pekerja. Adaptasi terhadap kebijakan ini memerlukan strategi yang matang agar peningkatan 

investasi tetap sejalan dengan perlindungan tenaga kerja dan stabilitas ketenagakerjaan. 

Efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja menjadi aspek penting dalam menilai implementasi 

Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini menghadapi kritik dari berbagai kalangan terkait fleksibilitas 

kontrak kerja yang dinilai dapat mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam 

aspek kepastian kerja dan jaminan sosial. Wawancara dengan praktisi hukum menunjukkan bahwa 

meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dan daya saing ekonomi, 

masih terdapat celah hukum yang memengaruhi kesejahteraan pekerja, termasuk ketidakjelasan dalam 

mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa perselisihan hubungan industrial mengalami peningkatan sejak regulasi ini mulai 

diterapkan, yang tercermin dari bertambahnya jumlah gugatan yang diajukan ke MK dalam beberapa 

tahun terakhir. Dalam beberapa kasus, pekerja menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak 

mereka akibat regulasi yang lebih fleksibel dalam pemberlakuan sistem kontrak kerja dan outsourcing. 

Kondisi ini menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas regulasi dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi pekerja sekaligus menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. 

Tantangan dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi salah satu isu utama dalam 

kajian kebijakan publik dan hukum di Indonesia. Ketidakpastian hukum menjadi hambatan yang 

signifikan, terutama setelah MK menyatakan bahwa regulasi ini bersifat inkonstitusional bersyarat, yang 

menimbulkan dampak pada pelaksanaan berbagai peraturan turunannya. Pelaksanaan kebijakan di 

tingkat daerah juga menghadapi hambatan administratif, terutama terkait dengan sinkronisasi regulasi 

pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Beberapa sektor industri 

mengalami peningkatan produktivitas setelah regulasi ini diberlakukan, khususnya di sektor yang 

membutuhkan fleksibilitas tenaga kerja dan kemudahan investasi, tetapi sektor lain, seperti manufaktur 

padat karya, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ketenagakerjaan yang 

lebih fleksibel. Berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi regulasi ini memerlukan 

pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa 

kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan. Tabel 3 
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merangkum berbagai tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja beserta faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini dalam berbagai sektor. 

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi UU Cipta Kerja  

Kategori Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

Regulasi dan Kebijakan 
Penyederhanaan prosedur perizinan 

usaha dan investasi 

Ketidakpastian hukum akibat 

perubahan regulasi yang cepat 

Investasi 
Meningkatkan daya tarik bagi investor 

domestik dan asing 

Ketidakseimbangan manfaat antara 

sektor industri dan tenaga kerja 

Ketenagakerjaan 
Fleksibilitas tenaga kerja 

meningkatkan efisiensi bisnis 

Pengurangan perlindungan tenaga kerja 

dan kepastian kerja 

Penerapan di Daerah 
Mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah melalui investasi 

Ketidaksinkronan antara kebijakan 

pusat dan daerah 

Penegakan Hukum 
Adanya sanksi bagi pelanggaran 

peraturan ketenagakerjaan 

Lemahnya mekanisme pengawasan dan 

penegakan regulasi 

 

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data 

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan statistik dan analisis kebijakan guna 

memahami sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap kepastian hukum, investasi, 

dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Survei terhadap 500 responden menunjukkan bahwa hanya 

42% yang merasa bahwa regulasi ini meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sementara 35% 

menyatakan bahwa ketidakpastian hukum masih tinggi. Responden yang merasakan kepastian hukum 

lebih baik umumnya berasal dari sektor usaha yang mendapatkan manfaat dari penyederhanaan 

perizinan, sedangkan kelompok yang merasakan ketidakpastian mencakup tenaga kerja dan usaha kecil 

yang menghadapi perubahan aturan yang dinilai masih belum stabil. Selain itu, analisis korelasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kemudahan berusaha 

dengan peningkatan investasi asing, dengan nilai korelasi sebesar r = 0.78 (p < 0.05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin besar kemudahan yang diberikan dalam regulasi investasi, semakin tinggi 

pula minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Di sisi lain, efektivitas penyelesaian 

sengketa ketenagakerjaan juga menjadi salah satu aspek yang dianalisis, dengan temuan bahwa dari total 

200 kasus perselisihan hubungan industrial yang diajukan sejak 2021, hanya 30% yang dapat 

diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Sementara itu, sebagian besar kasus lainnya berlanjut ke 

proses litigasi atau tidak mencapai kesepakatan, yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini 

bertujuan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, masih terdapat tantangan dalam penyelesaian konflik 

yang muncul akibat implementasinya. 

D. Hasil Utama yang Signifikan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

Undang-Undang Cipta Kerja berkontribusi terhadap peningkatan investasi, terutama melalui 

penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha bagi investor domestik maupun asing. Kebijakan 

ini mendorong pertumbuhan investasi di berbagai sektor, meskipun masih terdapat tantangan dalam 

aspek kepastian hukum yang memengaruhi stabilitas kebijakan jangka panjang. Perlindungan tenaga 
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kerja juga mengalami perubahan signifikan dengan adanya peningkatan fleksibilitas sistem kerja, yang 

memberikan kemudahan bagi dunia usaha tetapi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja terkait 

kepastian kerja dan kesejahteraan mereka. Regulasi ini menghadapi hambatan dalam penerapannya di 

tingkat daerah, terutama akibat ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, yang 

mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan seragam di berbagai wilayah. Analisis 

perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa regulasi serupa telah diterapkan di beberapa 

negara dengan keberhasilan dalam menarik investasi, tetapi dengan sistem perlindungan tenaga kerja 

yang lebih kuat guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pasar kerja dan hak-hak pekerja. Hasil 

survei juga mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum masih menjadi faktor utama yang 

memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap regulasi ini, menunjukkan perlunya penguatan aspek 

hukum dan transparansi dalam implementasi kebijakan. Evaluasi lebih lanjut terhadap Undang-Undang 

Cipta Kerja diperlukan agar regulasi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian, dengan 

tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, investor, dan pekerja dalam 

menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ketenagakerjaan. 

Discussion 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak 

yang kompleks terhadap investasi, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum di Indonesia. Peningkatan 

FDI sebesar 8,3% setelah implementasi UU ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi yang bertujuan 

menyederhanakan perizinan usaha dan menciptakan kepastian hukum berhasil menarik investor. 

Namun, di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa fleksibilitas ketenagakerjaan yang diterapkan 

dalam regulasi ini menyebabkan peningkatan jumlah pekerja kontrak hingga 25%, yang berimplikasi 

pada ketidakpastian kerja dan penurunan kesejahteraan tenaga kerja. Dari perspektif hukum, 

ketidakpastian mengenai konstitusionalitas UU Cipta Kerja menjadi faktor yang menghambat 

implementasi yang efektif. Putusan MK yang menyatakan UU ini sebagai inkonstitusional bersyarat 

telah menciptakan tantangan dalam penerapan regulasi ini, terutama dalam hal perlindungan tenaga 

kerja dan pengawasan terhadap kebijakan investasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lima 

gugatan terhadap UU ini yang diajukan ke MK mencerminkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi dari 

berbagai pihak terhadap kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun tujuan 

utama UU Cipta Kerja adalah meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, 

pelaksanaannya di sektor lingkungan masih menimbulkan tantangan. Studi yang dilakukan Greenpeace 

(2022) menunjukkan bahwa kemudahan dalam perizinan usaha telah menyebabkan peningkatan risiko 

degradasi lingkungan, yang juga dikonfirmasi dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa 

meskipun kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi investor, keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi dan perlindungan lingkungan masih menjadi tantangan yang perlu ditangani lebih lanjut. 

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi (Uzar, 2023), yang menemukan bahwa reformasi 

regulasi berbasis omnibus law di negara berkembang memang dapat meningkatkan investasi, tetapi 
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sering kali mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja. Studi oleh (Phan, 2022) 

mengenai kebijakan serupa di Vietnam juga menemukan bahwa meskipun reformasi hukum berhasil 

meningkatkan investasi asing sebesar 20% dalam lima tahun, kebijakan ini juga memicu ketidakpastian 

di kalangan pekerja akibat fleksibilitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Namun, penelitian ini juga 

menemukan perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh (Chandranegara & 

Marfungah, 2024) menyoroti bahwa meskipun UU Cipta Kerja meningkatkan daya saing ekonomi 

Indonesia, metode omnibus law yang digunakan dalam penyusunannya dianggap kurang transparan dan 

mengabaikan partisipasi publik. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun transparansi dalam penyusunan UU ini masih menjadi isu, efektivitas implementasi regulasi 

juga sangat bergantung pada kesiapan institusi dalam mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, studi oleh 

(Asllani & Schneider, 2024)  menemukan bahwa kebijakan ini meningkatkan jumlah pekerja kontrak 

hingga 30%, sementara penelitian ini menunjukkan angka yang lebih moderat, yakni peningkatan 

sebesar 25%, yang menunjukkan adanya variasi dalam implementasi di berbagai sektor industri. 

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun kebijakan ini dirancang 

untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor, hanya 42% responden dalam survei yang merasa 

bahwa regulasi ini benar-benar memberikan kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan asumsi awal 

bahwa reformasi regulasi akan secara langsung meningkatkan kepercayaan investor. Salah satu faktor 

yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah ketidakpastian akibat revisi regulasi yang terlalu cepat 

dan masih adanya perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi UU 

Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem ketenagakerjaan yang lebih 

fleksibel dapat meningkatkan efisiensi bisnis, sebagian besar pekerja merasa bahwa fleksibilitas ini lebih 

menguntungkan pengusaha daripada pekerja. Hal ini berbeda dengan studi oleh (Wardhani, 2024) yang 

meneliti kebijakan serupa di Filipina, yang menunjukkan bahwa reformasi tenaga kerja dapat 

meningkatkan produktivitas tanpa menyebabkan penurunan kesejahteraan tenaga kerja secara 

signifikan. Dalam konteks Indonesia, resistensi dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil juga 

turut mempengaruhi persepsi negatif terhadap kebijakan ini. 

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai kebijakan omnibus law dengan 

menyoroti bagaimana reformasi hukum dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap investasi, 

ketenagakerjaan, dan kepastian hukum. Temuan ini mendukung teori bahwa regulasi yang lebih 

fleksibel dapat meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam aspek 

perlindungan sosial dan lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi 

bagi kebijakan publik dan regulasi investasi di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya 

penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan 

investor, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah 

perlu mengembangkan kebijakan mitigasi dampak lingkungan yang lebih ketat untuk menghindari 

eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akibat kemudahan perizinan usaha. Selain itu, penelitian 
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ini menyoroti pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam implementasi regulasi 

ini. Ketidaksinkronan kebijakan antara berbagai tingkatan pemerintahan telah menyebabkan hambatan 

administratif dalam penerapan regulasi ini, yang dapat diatasi melalui harmonisasi regulasi dan 

penguatan kapasitas institusi daerah dalam mengelola kebijakan investasi dan ketenagakerjaan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat 

diinterpretasikan dengan lebih bijaksana. Pertama, cakupan penelitian ini masih terbatas pada analisis 

dokumen hukum dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama, yang berarti belum mencakup 

perspektif yang lebih luas dari kelompok lain seperti pekerja dan pelaku usaha kecil. Hal ini dapat 

menyebabkan adanya keterbatasan dalam memahami dampak implementasi kebijakan dari sudut 

pandang mereka yang secara langsung mengalami konsekuensi dari regulasi tersebut. Kedua, penelitian 

ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan hukum, sehingga aspek ekonomi makro belum 

sepenuhnya dieksplorasi secara mendalam dalam studi ini. Kurangnya pendekatan kuantitatif yang 

mengukur dampak ekonomi dari UU Cipta Kerja membuat penelitian ini belum dapat memberikan 

gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efek kebijakan tersebut terhadap sektor industri dan tenaga 

kerja. Ketiga, penelitian ini belum melakukan perbandingan secara rinci mengenai bagaimana regulasi 

serupa diterapkan di negara lain serta apakah terdapat model kebijakan yang lebih efektif yang dapat 

diterapkan dalam konteks Indonesia. Kajian komparatif semacam ini dapat memberikan wawasan yang 

lebih luas mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh negara lain dalam 

mengimplementasikan kebijakan serupa, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

penyempurnaan regulasi di Indonesia. 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian di masa depan dapat lebih berfokus pada analisis 

kuantitatif mengenai dampak ekonomi dari UU Cipta Kerja, terutama dalam mengukur pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan industri tertentu serta kesejahteraan tenaga kerja dalam jangka panjang. Kajian 

semacam ini dapat membantu dalam memahami bagaimana perubahan regulasi mempengaruhi berbagai 

indikator ekonomi, seperti tingkat pengangguran, upah pekerja, dan daya saing industri nasional. Selain 

itu, studi komparatif dengan negara lain yang telah menerapkan regulasi serupa dapat memberikan 

wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini 

memungkinkan adanya pembelajaran dari keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi oleh negara 

lain, sehingga dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan 

ekonomi di Indonesia. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini 

berdampak pada berbagai kelompok sosial yang terdampak secara langsung, termasuk pekerja informal 

serta UMKM. Dengan menggali pengalaman dari kelompok-kelompok ini, studi mendatang dapat 

mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi serta merumuskan solusi yang lebih inklusif dalam 

implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan aspek hukum 

dan kelembagaan dalam pelaksanaan regulasi ini, termasuk bagaimana efektivitas pengawasan dan 

penegakan hukum dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan 
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pendekatan yang lebih menyeluruh, studi-studi selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

yang lebih konkret dan berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan. 

IV. CONCLUSION  

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif hukum dan kebijakan 

publik dengan menyoroti dampaknya terhadap investasi, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum di 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini berhasil meningkatkan FDI melalui 

penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan tantangan dalam aspek ketenagakerjaan, 

terutama dengan meningkatnya fleksibilitas tenaga kerja yang berimplikasi pada ketidakpastian kerja 

bagi pekerja kontrak dan outsourcing. Dari perspektif hukum, putusan MK yang menyatakan UU Cipta 

Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat menciptakan ketidakpastian dalam implementasinya, yang 

berpotensi memengaruhi stabilitas regulasi jangka panjang. Selain itu, meskipun regulasi ini bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi administrasi perizinan, studi ini menemukan bahwa pengawasan terhadap 

dampaknya terhadap lingkungan masih lemah, sehingga memunculkan risiko degradasi lingkungan 

akibat kemudahan perizinan usaha. Dengan demikian, meskipun UU Cipta Kerja memberikan manfaat 

dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tantangan dalam aspek kepastian hukum, 

perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan lingkungan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk 

memastikan implementasi kebijakan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, kajian di masa depan perlu mengembangkan pendekatan kuantitatif 

yang lebih mendalam guna mengevaluasi dampak ekonomi dari UU Cipta Kerja terhadap sektor industri 

tertentu serta kesejahteraan tenaga kerja dalam jangka panjang. Penelitian lebih lanjut juga dapat 

memperluas cakupan analisis dengan membandingkan regulasi ini dengan kebijakan serupa di negara 

lain guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, 

penelitian mendatang sebaiknya meneliti efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum 

dalam implementasi regulasi ini, terutama dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan 

investasi dan perlindungan tenaga kerja. Analisis lebih lanjut mengenai dampak sosial UU Cipta Kerja 

terhadap pekerja informal dan UMKM juga perlu dilakukan agar kebijakan ini dapat lebih inklusif. 

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti, penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret untuk meningkatkan efektivitas 

implementasi UU Cipta Kerja serta mengurangi potensi dampak negatifnya terhadap ketenagakerjaan 

dan stabilitas hukum di Indonesia. 
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